


5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman 
Pengelolaan Pelayanan lnformasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam 
Negeri dan Pemerintahan Daeral:l (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2017 Nomor 157); 

6. Peraturan Menteri Komunikasi dan lnformatika Nomor 4 Tahun 2024 tentang 
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan 
lnformatika (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 519); 

7. Peraturan Komisi lnformasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian 
lnformasi Publik (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 429); 

8. Peraturan Komisi lnformasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan 
lnformasi Publik (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, 
Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37); 

9. Peraturan Gubernur Bali Nomor 42 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelayanan 
lnformasi Publik dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali 
(Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 43); 

10. Peraturan Gubernur Bali Nomor 74 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja di 
lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Serita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 
Nomor 75); 

11. Keputusan Gubernur Bali Nomor 801/03-E/HK/2022 tentang Pembentukan 
dan Susunan Keanggotaan Pejabat Pengelola lnformasi dan Dokumentasi di 
lingkungan Pemerintah Provinsi Bali. 



,....-

KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN: 

1. Pedoman untuk menerbitkan Peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur Bali 1. Alat Tulis Kantor 

2. Pedoman pelayanan dan prosedur informasi kepada masyarakat 2. Komputer/printer/scanner 

3. Pedoman penyusunan Tugas Pokok dan Fungsi PPID dan PPID Pelaksana 3. Jaringan Internet 

4. Tupoksi Kegiatan Pengelolaan dan Penyebarluasan informasi kemasyarakat 

5. Sekretaris Daerah Provinsi Bali selaku atasan PPID 

6. Keberatan lnformasi 
7. PPID dan PPID Pelaksana 

PERINGATAN: PENCATATAN DAN PENDATAAN : 

Apabila lnformasi Publik tidak disebarkan, rentan akan ada keberatan informasi Disimpan dalam bentuk softcopy dan hardcopy 

bahkan sampai sengketa informasi 

J 



I! 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGUMUMAN INFORMASI PUBLIK PEMERINTAH PROVINS! BALI 

Pelaksana 

No Keglatan PPID Kehumasan Tim Verlflkasl 

1 ldentifikasl lnformasi Publik 

yang akan diumumkan 

2 Verifikasi dan penyusunan 

materl lnformasi publik 

3 Persetujuan dan validasi T 

materi pengumuman -
~ 

y 

4 Publikasl lnformasl Publik 

( 

Total waktu yang dibutuhkan 5 (lima) hari kerja. 
Keterangan : 
Y=YA 
T = TIDAK 

T 

-. 

y 

) 

Petugas Pelayanan 

lnformasl 

r ) .. ' 

.... 

Pendukun1 

Kelengkapan Waktu Output 

lnformasl Publlk yang 1 harl kerja Draft lnformasl 

akan diumumkan Publlk 

lnformasl Publlk yang 2 harl kerja Materl dan draf 

akan dlumumkan, DIP lnformasl Publlk 

yang telah dlveriflkasi yang telah 

diveriflkasl 

Mater! pengumuman 1 hari kerja Mater! 

yang telah dlsusun Pengumuman yang 

serta peraturan yang telah dlsetujul dan 

terkait dlvalldasi 

Mater! pengumuman 1 hari kerja Konten lnformasi 

yang telah dlsetujul, Publlk yang telah 

jarlngan internet, serta dipubllkasikan, 

media publlkasl yang melalul website, 

tersedia media soslal .. 

Keterangan 

Dllakukan secara 

berkala, setiap saat 

atau lnsldental 

Memastlkan 

keakuratan dan 

keabsahan 

informasl. lnformasl 

berupa teks, 

lnfografls, video 

Memastlkan 

kesesuaian dengan 

kebijakan dan 

peraturan 

Memperhatikan 

Akseslbllitas bagl 

Penyandang 

Dlsabilltas 

menggunakan 

bahasa Indonesia 

yang balk dan 

benar; mudah 

dipahami. 


